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ABSTRAK

PENGARUH BUDAYA KERJA, PELATIHAN DAN KOMPENSASI
TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ANDI SYAHPUTRA NASUTION
NPM : 1920030059

Riset ilmiah ini mempunyai Maksud dan Tujuan guna mengkaji secara
mendalam determinasi Budaya Kerja, pelatihan dan Kompensasi terhadap Kinerja
Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Populasi riset ilmiah
ini adalah Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang
berjumlah 43 Aparatur Pemerintah Daerah. Teknik pengumpulan evidensi dalam
riset ilmiah ini adalah kuesioner. Dipakai uji asumsi klasik, regresi berganda, uji
t, uji F, dan koefisien pengaruh sebagai teknik analisis evidensi. Ada determinasi
Budaya Kerja, Pelatihan dan Kompensasi terhadap Kinerja Aparatur Dinas
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana sebesar 0,494. Nilai r hitung
ganda secara bersama-sama antara Budaya Kerja , Pelatihan dan Kompensasi
terhadap Kinerja diperolen Rx1x2y = 0,703. Nilai yang positif tersebut
mempunyai arti jika apabila Budaya Kerja, Pelatihan dan Kompensasi
ditingkatkan maka Kinerja akan meningkat. Dari uji F diperoleh 0,793 dengan sig
0,005 < 0,05, menunjukkan jika Ho ditolak dan Ha diterima, berarti Budaya Kerja
(X1), Pelatihan (X2) dan Kompensasi (X3) memberikan determinasi atau
pengaruh secara nyata terhadap Kinerja (Y) pada taraf 0,05. Nilai koefisien
pengaruh yang diperoleh (R?) adalah 0,494 atau 49,40%, menunjukkan sekitar
49,40% Variable Y dapat dijelaskan oleh Variable Budaya Kerja (X1), Pelatihan
(X2) dan Kompensasi (X3) atau secara praktis dapat dikatakan jika dampak
Budaya Kerja (X1), Pelatihan (X2) dan Kompensasi (X3) terhadap Kinerja (Y)
adalah 49,40%, Selebihnya dideterminasi oleh Variable lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : Budaya Kerja, Pelatihan, Kompenasi, dan Kinerja



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF WORK CULTURE, TRAINING AND COMPENSATION
ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THEEDUCATION
OFFICE OF NORTH LABUHANBATU REGENCY

ANDI SYAHPUTRA NASUTION
NPM : 1920030059

This study aims to determine the effect of work culture, training and
compensation on the performance of the North Labuhanbatu District Education
Office employees. The population of this study were the employees of the
Education Office of North Labuhanbatu Regency, totaling 43 employees. The
evidensi collection technique in this study is a list of questions (questionnaire),
while the evidensi analysis techniques used are classical assumption test,
multiple regression, t test, F test, and coefficient of determination. There is an
influence of work culture, training and compensation on the performance of
Education Office Employeesof North Labuhanbatu Regency which is 0.494. The
value of the multiple correlation coefficient jointly between work culture, training
and compensation on performance is obtained Rx1x2y = 0.703. This positive
value means that if the work culture, training and compensation are improved, the
performance willincrease. From the F test obtained 0.793 with sig 0.005 <0.05,
indicating that Ho is rejected and Ha is accepted, meaning that work culture
(X1), training (X2) and compensation (X3) have a significant effect on
performance (Y) at 0.05 level. The value of the coefficient of determination
obtained (R?) is 0.494 or 49.40%, indicating about 49.40% of the Y variable can
be explained by the variables of work culture (X1), training (X2) and
compensation (X3) or practically it can be said that the contribution of work
culture (X1), training (X2) and compensation (X3) to performance (Y) is 49.40%,
the rest is influenced by other variables not examined.

Keywords : Work Culture, Training, Compensation, and Performance
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BAB |

PENDAHALUAN

1.1 Dasar Problematika

Setiap Negara wajib memberi sumbangsih edukasi yang layak kepada
masyarakatnya agar memiliki intelegensi yang baik. Dalam hal ini ada beberapa
unsur yang dianggap urgensi dalam menjalankan tugas Negara tersebut.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan harus dapat bersinergi dengan
pemerintahan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang tersebar di
seluruh  Republik Indonesia. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang edukasi yang
dikomandoi oleh Kepala Organisasi (Kepala Dinas) yangberkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati) yang bertugas guna
mendukung Kepala Daerah (Bupati) melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan di bidang edukasi berlandaskan fungsi dan ketetapan di Daerah
masing — masing.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Utara membutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dan
mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki
oleh Aparatur Pemerintah Daerah guna membuat Maksud dan Tujuan organisasi,
sehingga akan memberi sumbangsih dampak positif bagi perkembangan
organisasi. Selain itu, organisasi perlu memberi atensi berbagai hal yang bisa
memberikan determinasi atau pengaruh Kinerja (performance) Aparatur

Pemerintah, Daerah, dalam hal ini diperlukan adanya peran organisasi dalam



menaikkan prestasi kerja (performance) yang tepat waktu dan tepat guna, dalam
mendukung terwujudnyaperilaku Aparatur Pemerintah Daerah yang handal dalam
menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap
aparatur” (Kuddy, 2017).

Apabila para Aparatur Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu melaksanakan
tugas dan fungsi dengan baik dalam menghasilkan suatu produk layanan kepada
masyarakat apabila mereka mempunyai minat dan semangat dalam melaksanakan
tugas dan fungsi tersebut. “Minat dan semangat Aparatur Pemerintah Daerah akan
terbentuk apabila Organisasi mengetahui atas tanggungjawabnya kepada Aparatur
Pemerintah Daerah jika tanggung jawab yang dimaksud yaitu dapat melakukan
pembinaan, pengarahan, dan paham cara memperlakukan Aparatur Pemerintah
Daerah berlandaskan kemanusiaan dan penghargaan jika Aparatur Pemerintah
Daerah yakni sebagai pelaku pada program kerja instansi”” (Meidizar, 2016).

Berlandaskan hasil riset ilmiah Arda (2017:45) Kinerja (performance) adalah
“hasil karya aparatur Aparatur Pemerintah Daerah pada satuan waktu yang
ditetapkan dengan membandingkannya pada bermacam-macam hal yang
memungknkan seperti standar operasional pesedur, porsi yang harus dicapai
maupun Kinerja (performance) dimana semua hal tersebut telah lebih dahulu
ditetapkan dan diputuskan secara mufakat”.

Kinerja (performance) mengandung makna prestasi, yaitu karya yang diraih,
dan melakukan suatu kegiatan yang berMaksud dan Tujuan mendapatkan hasil.
Kinerja (performance) yang tinggi menggambarkan keberhasilan dan kesuksesan

Aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan tanggung jawabnya yang



dibebankan kepadanya. Dan sebaliknya Kinerja (performance) yang rendah
menggambarkan ketidakberhasilan dan ketidaksesuaian Aparatur Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya.

Adapun pendapat pendapat Mangkunegara (2013, hal. 67) yang
dipaparkannya jika Kinerja (performance) merupakan “produk karya secara mutu
dari suatu layanan dan banyaknya hasil layanan yang diraih oleh seorang Aparatur
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya”. Sehingga Kinerja (performance) merupakan suatu
hasil yang diraih aparatur pendapat yang dipaparkan ukuran yang berlaku guna
tugas dan fungsi yang bersangkutan. Sebab itu, Kinerja (performance) bukan
hanya menyangkut karakteristik pribadi yang ditujukan oleh aparatur, melainkan
hasil karya yang telah dan akan dilakukan oleh aparatur.

Dalam menaikkan Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah sangat
dibutuhkan pendorong sebagai semangat yang akan menambah mutu mutu dari
suatu layanan dari Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah tersebut
yang berdampak kepada instansi.

Budaya Kerja (work culture) adalah perwujudan dari kehidupan yang
dijumpai di tempat kerja. Secara lebih spesifik, Budaya Kerja (work culture)
adalah suatu sistem makna yang terkait dengan kerja, tugas dan fungsi, dan
interaksi kerja, yang disepakati bersama dan digunakan di dalam kehidupan kerja
sehari-hari.

Berlandaskan hasil observasi awal maka fenomena yang terjadi pada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu



Utara berlandaskan riset ilmiah yang dilakukan yaitu terdapat beberapa Aparatur
Pemerintah Daerah ditemukan Kinerja (performance) yang berada di bawah
standar yang diterapkan oleh Kepala Dinas. Tampak dari masih ada sekelompok
Aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan pekerjaan diluar dari prosedur

dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Garfik Kinerja Pegawai
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Table 1.1 Grafik Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah
Berlandaskan grafik 1.1 diperoleh data jika Kinerja (performance) Aparatur
Pemerintah Daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Utara memperoleh hasil Kinerja (performance) yang
meningkat pertahunnya dari tahun 2016-2017 namun tidak diikuti dengan tahun
2018-2019. Hal tersebut memungkinkan adanya Kinerja (performance) Aparatur
Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dideterminasi oleh beberapa aspek, pada
tahun 2018 dengan Kinerja (performance) 3,5% dan pencapaian 2,5% sementara
memperoleh hasil 3%. Dan ditahun 2019 guna Kinerja (performance) dengan nilai

4,5% dan pencapaian 3% sedangkan hasil yang diperoleh 4 %. Hal yang terjadi di



tahun 2018-2019 ini memberikan determinasi atau pengaruh adanya hal-hal yang
menimbulkan adanya fenomena yang terjadi sehingga memperoleh evidensi
tersebut.

Selain itu Pelatihan (training) merupakan bagian urgensi dalam
pengembangan Kinerja (performance) di dalam suatu intansi. Di Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
membuat Pelatihan (training) agar setiap Aparatur Pemerintah Daerah lebih
cekatan dalam tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang sudah ditentukan.
“Pelatihan (training) adalah sesuatu yang urgensi pada usaha Yyang
berkesinambungan guna menaikkan kemampuan individu dan prestasi kerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah. Dengan mengikuti Pelatihan
(training), Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan guna
mengerjakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya”. (Ardanti,dkk
2017:2)

Adapun tahapan Pelatihan (training) yang dipakai di Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan
terstruktur serta tersusun rapi jika dijumpai tahapan dari jalannya suatu operasi
yang melambat dengan cara penyelesaian yang dikerjakan oleh Aparatur
Pemerintah Daerah salah, sebaiknya Pelatihan (training) harus dilaksanakan
dengan cara offline guna meningkatkan Kinerja (performance) dari pekerjaan
Aparatur Pemerintah Daerah dimaksud. Apabila mutu dari Pelatihan (training)
yang disajikan meningkat juga akan meningkat pula Kinerja (performance)
Aparatur Pemerintah Daerah. Sehingga, Pelatihan (training) perlu ditingkatkan

agar menaikkan Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah, Daerah,



karenaPelatihan (training) dapat menambah kemampuan Aparatur Pemerintah
Daerah sehingga dapat mengerjakan tugas dan fungsi yang diberikan dengan lebih
baik.

Selain Pelatihan (training), Kompensasi (compensation) juga merupakan
hal urgensi dalam menaikkan Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah.
Pendapat yang dipaparkan (Marwansyah, 2012) jika “Kompensasi (compensation)
merupakan balasan yang instansi sampaikan bagi setiap Aparatur Pemerintah
Daerah berdasarkan prestasi kerja (performance) yang disumbangsihkan untuk
instansi, dapat berupa balasan langsung maupun tidak, berupa uang ataupun bukan
uang”. Selanjutnya Kompensasi (compensation) adalah sesuatu yang urgensi guna
mendorong setiap Aparatur Pemerintah Daerah guna menjalankan tugasnya
dengan lebih baik. Arti lain dari “Kompensasi (compensation) yakni segala jenis
pemberian atau upah yangg diberikann kepada Aparatur Pemerintah Daerah
sebagai akibat dari tugas dan fungsiya Aparatur Pemerintah Daerah itu” (Dessler,
2010).

Berdasarkan Kompensasi (compensation) yang Aparatur Pemerintah
Daerah peroleh, menjadikan setiap Aparatur Pemerintah Daerah mampu
mencukupi kebutuhan hidupnya. Kompensasi (compensation) yang diperoleh dari
masing-masing Aparatur Pemerintah Daerah tidaklah sama dan bergantung pada
masing-masing bagian kerjanya. Pemberian Kompensasi (compensation) biasanya
dilakukkan berlandaskan Kinerja dan kompetensi. Maka sebaiknya Kompensasi
yang diberikan (Kompensasi (compensation)) harus sesuai kebutuhan hidup
Aparatur Pemerintah Daerah dimakksud. Kompensasi (compensation) yang

diberikan secara tepat akkan memotivasi Aparatur Pemerintah Daerah guna



menyelesaikan pekerjaannya secara lebih baik setiap saat, yang kemudian
diharapkkan akan memberi sumbangsih determinasi yang baik dalam
meningkatkan mutu karya Aparatur Pemerintah Daerah.

Hal yang terjadi pada Aparatur Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah mereka
merasa kurang mendapatkan atensi terkait Kompensasi (compensation). Hal itu
dapat tampak dari keluhan yang terjadi pada beberapa Aparatur Pemerintah
Daerah dimana apa yang mereka kerjakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang
mereka dapatkan.

Hal yang terjadi pada Aparatur Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah mereka
merasa kurang mendapatkan atensi terkait Kompensasi (compensation). Hal itu
dapat tampak dari keluhan yang terjadi pada beberapa Aparatur Pemerintah
Daerah dimana apa yang mereka kerjakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang
mereka dapatkan.

Berlandaskan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Aparatur
Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kab.
Labuhanbatu Utara, maka didapati beberapa problematika yang berhubungan
dengan Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah seperti, Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah tidak optimal ditandai dengan
terdapat beberapa Aparatur Pemerintah Daerah telat dalam menyelesaikan tugas
dan fungsi dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan/ deadline.

Selain itu terdapat Budaya Kerja (work culture) yang kurang sehat antara



Aparatur Pemerintah, Daerah, tampak masih adanya Aparatur Pemerintah Daerah
di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Utara yang sering telat masuk kantor bahkan tidak hadir tanpa keterangan,justru
ini memberikan determinasi atau pengaruh bagi Aparatur Pemerintah Daerah yang
rajin masuk kantor,sehingga tugas dan fungsi pada tupoksi bidang nya tidak
efisiensi waktu.

Selanjutnya perlu kiranya intansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Dinas Pendidikan membuat Pelatihan (training) kepada Aparatur Pemerintah,
Daerah, bahkan sampai kepada siraman rohani yang bisa saja dijadwalkan setiap
bulan, sehingga masing masing Aparatur Pemerintah Daerah faham akan tugas
dan fungsi nya dan memiliki rasa tanggung jawab hingga merasa berdosa bila
tidak mengerjakan tugas dan fungsinya. Karena dapat dilihat dari tugas dan fungsi
yang ada,ada Aparatur Pemerintah Daerah yang tidak menguasai tugas dan fungsi
yang diberikannya. Hal ini disebabkan karena tidak ratanya dalam pemberian
Pelatihan (training) kepada Aparatur Pemerintah Daerah sehingga terdapat
Aparatur Pemerintah Daerah mengisi jabatan tidak sesuai kompetensi yang
dimiliki. Selain itu, perlu adanya reward ataupun penghargaan yang diberikan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan seperti Kompensasi
(compensation) yang tepat kepada Aparatur Pemerintah Daerah yang
melaksanakan tugas dan fungsi lebih. Sehingga membuat mereka bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan. Terjadinya
perbedaan dalam pemberian Kompensasi (compensation) menjadi problematika

dalam Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah.



Atas dasar uraian yang peneliti paparkan di dasar ini, maka peneliti
bermaksud melakukan kajian secara mendalam tentang problematika yang muncul
pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Utara yaitu tentang “Determinasi Budaya Kerja (work culture),
Pelatihan (training) dan Kompensasi (compensation) Terhadap Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten

Labuhanbatu Utara”.

1.2 Identifikasi Problematika
Problematika yang bisa di identifikasikan pada Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

1. Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah kurang optimal ditandai
dengan, terdapat beberapa Aparatur Pemerintah Daerah tidak tepat waktu
dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dari jadwal yang telah
ditentukan/ deadline.

2. Budaya Kerja (work culture) yang kurang sehat antara Aparatur Pemerintah,
Daerah, tampak masih adanya kurang harmonis yang terjadi antar Aparatur
Pemerintah Daerah.

3. Tidak merata pemberian Pelatihan (training) kepada Aparatur Pemerintah
Daerah sehingga mengisi jabatan tidak sesuai kompetensi yang dimiliki.

4. Pemberian Kompensasi (compensation) yang tidak sesuai sehingga membuat
Aparatur Pemerintah Daerah merasa tidak puas terhadap Kompensasi

(compensation) yang diberikan.
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1.3 Batasan Problematika

Banyak hal yang memberikan determinasi atau pengaruh Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana indentifikasi yang telah
dikemukakan, akan tetapi riset ilmiah yang dilakukan peneliti memberikan
batasan problematika pada Budaya Kerja (work culture), Pelatihan (training) dan
Kompensasi (compensation) dan Kinerja (performance) pada Aparatur
Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.4 Rumusan Problematika
Berlandaskan uraian sebelumnya, maka rumusan problematika dari riset
ilmiah ini adalah :

1. Adakah determinasi Budaya Kerja (work culture) terhadap Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara?

2. Adakah determinasi Pelatihan (training) terhadap Kinerja (performance)
Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja (performance) Aparatur
Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara?

3. Adakah determinasi Kompensasi (compensation) terhadap terhadap Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah padaOrganisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara?

4. Adakah determinasi determinasi Budaya Kerja (work culture), Pelatihan

(training) dan Kompensasi (compensation) terhadap Kinerja (performance)
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Aparatur Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara ?

1.5 Maksud dan Tujuan Riset ilmiah

Maksud dan Tujuan dari riset ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengkaji secara mendalam determinasi Budaya Kerja (work culture)
terhadap Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Guna mengkaji secara mendalam determinasi Pelatihan (training) terhadap
Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3. Guna mengkaji secara mendalam Kompensasi (compensation) terhadap
terhadap Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Guna mengkaji secara mendalam determinasi determinasi Budaya Kerja (work
culture), Pelatihan (training) dan Kompensasi (compensation) terhadap Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Dinas Pendidikan KabupatenLabuhanbatu Utara.

1.6 Utilitas Riset ilmiah
Utilitas riset ilmiah ini antara lain :
a. Utilitas Filosofitis
Riset ilmiah ini Berharap dapat memberi sumbangsih gambaran mengenai

pengembangan konsep, asas ataupun filosofi-filosofi manajemen sumber daya
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manusia (SDM) yang terkait dengan determinasi Budaya Kerja (work culture),
Pelatihan (training) dan Kompensasi (compensation) terhadap Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Pendidikan KabupatenLabuhanbatu Utara.

. Utilitas Praktis

Berharap melalui riset ilmiah ini memberi sumbangsih utilitas bagi semua
pihak, pada umumnya bagi lingkungan organisasi, serta pada khususnya bagi
Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara dalam hal determinasi Budaya Kerja
(work culture) dan Pelatihan (training) yang bisa memberi sumbangsih

Kompensasi (compensation) serta menaikkan Kinerja (performance)nya.



BAB Il

LANDASAN FILOSOFI

2.1. Landasan Filosofi
2.1.1.  Kinerja (performance)
2.1.1.1. Defenisi Kinerja (performance)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan (Muis et al., 2018, hal. 11), jika
“Kinerja (performance) adalah hasil karya yang bisa diraih oleh aparatur atau
sekelompok aparatur dalam suatu organisasi, sesuai dengantugas poko dan fungsi
setiap, guna meraih Maksud dan Tujuan organisasi tersebut secara sah, taat pada
ketentuan peraturan yang berlaku serta sejalan dengan norma dan etika”.

Pendapat yang dikemukakan (Jufrizen, 2017, hal. 147) jika “Kinerja
(performance) merupakan produk karya aparatur Aparatur Pemerintah Daerah
dalam satu waktu yang telah ditentukan dengan membandingkan segala macam
hal yang memungkkinkan, seperti standar operasional prosdeur, capaian yang
harus diraih maupun ukuran ketentuan yang ditetapkan secara mufakat”.

Pendapat yang dipaparkan (Mangkunegara, 2013) “Kinerja (performance)
adalah hasil karya secara mutu dari suatu layanan dan banyaknya hasil layanan
yang diraih oleh aparatur Aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja
(performance) merupakan produk aparatur yang menyeluruh pada satu periode
saat tugas dilaksanakan, misalnya standar operasional pekerjaan, jumlah yang
harus dicapai dengan ketentuan yang dipututuskan secara bersama pada waktu

sebelumnya” (Elizar & Tanjung, 2018, hal. 48).

13
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Menurut penjelasan  (Sutrisno, 2019) jika “Kinerja (performance)
merupakan produk karya yang diraih aparatur pada sebuah instansi, berdasrakan
tugas pokok dan fungsinya, guna meraih maksud dan target instansi dengan cara
yang sah serta sesuai peraturan yang berlaku”. (Suharyanto et al., 2014, hal. 191)
menjelaskan jika “Kinerja (performance) adalah produk karya berdasarkan mutu
dari suatu layanan dan banyaknya hasil layanan yang diraih oleh seorang Aparatur
Pemerintah Daerah saat melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan tugas pokok

dan fungsinya”.

2.1.1.2. Utilitas Kinerja (performance)

Pendapat yang dipaparkan Sumarni (2016:33) “Utilitas Kinerja
(performance) Aparatur Pemerintah Daerah meliputi (2) guna menganalisis dan
mendukung efisiensi produksi, (b) guna menentukan target atau sasaran yang
nyata, (c) guna bertukar informasi antara Aparatur Pemerintah, Daerah dan
manajemen terkait masalah terkait”.

Pendapat yang dipaparkan Handoko (2012:135) “Utilitas dari penilaian

pelaksanaan SDM, sangat baik dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Eksekusi
Kritik terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat membuka peluang bagi SDM,
Kepala OPD dan divisi SDM untuk lebih mengembangkan latihan untuk lebih
mengembangkan eksekusi.

2. Perubahan Remunerasi (bayar)
Penilaian pelaksanaan menjunjung tinggi para pemimpin dalam memutuskan

kenaikan kompensasi, penghargaan, dan berbagai jenis pembayaran.
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. Pilihan pengaturan

Kemajuan, gerakan dan biasanya didasarkan pada pelaksanaan pekerjaan masa
lalu diharapkan. Kemajuan secara teratur merupakan jenis apresiasi untuk
eksekusi masa lalu.

. Mempersiapkan dan meningkatkan kebutuhan

Pertunjukan yang tidak bersemangat mungkin menunjukkan persyaratan untuk
persiapan. Dengan cara yang sama, eksekusi yang hebat mungkin
mencerminkan potensi yang harus diciptakan.

. Pengaturan dan peningkatan panggilan

Input (eksekusi) mengkoordinir pilihan profesi, secara spesifik berkaitan
dengan cara-cara panggilan tertentu yang harus dieksplorasi.

. Penyimpangan dari siklus pendaftaran untuk otoritas pemerintah

Eksekusi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mencerminkan
kualitas dan kekurangan dari sistem pendaftaran perangkat otoritas publik
untuk (SDM).

. Ketidak akuratan informal

Kinerja (performance) yang jelas mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan
dalam informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia,
menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan
keputusan- keputusan sumber daya manusia (SDM) yang diambil tidak tepat.

. Kesalahan-kesalahan rancangan tugas dan fungsi

Kinerja (performance) yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan
dalam rancangan tugas dan fungsi. Penilaian Kinerja (performance)

mendukung diagnosa kesalahan- kesalahan tersebut”.
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2.1.1.3. Hal-Hal yang Memberikan Determinasi Kinerja (performance)
Dalam praktiknya tidak selamanya jika Kinerja (performance) Aparatur
Pemerintah Daerah dalam keadaansesuai perencanaan oleh Aparatur Pemerintah
Daerah itu secara individu maupun instansi. Tidak sedikit masalah yang
memberikan determinasi atau pengaruh Kinerja (performance) apakah Kinerja
(performance) organisasi maupun Kinerja (performance) personal. sebaiknya
setiap Pimpinan Organisasi wajib melakukan menganalisis hal- hal yang bisa
memberikan determinasi atau pengaruh Kinerja (performance) Aparatur
Pemerintah Daerah nya.
“Adapun hal-hal yang memberikan determinasi atau pengaruh Kinerja

(performance) baik hasil maupun perilaku kerja adalah sebagai berikut :

1.  Kemampuan dan keahlian
Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki aparatur dalam melakukan
suatu tugas dan fungsi. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian maka
akan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya secara benar, sesuai dengan
yang telah ditetapkan.

2. Intelegensi
Maksudnya adalah intelegensi tentang tugas dan fungsi. Aparatur yang
memiliki intelegensi tentang tugas dan fungsi secara baik akan memberi
sumbangsih hasil tugas dan fungsi yang baik, demikian pula sebaliknya.

3. Rancangan kerja
Merupakan rancangan tugas dan fungsi yang akan memudahkan Aparatur
Pemerintah Daerah dalam meraih Maksud dan Tujuannya. Artinya apabila

suatu tugas dan fungsi memiliki rancangan yang baik, maka akan
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memudahkan guna menjalankan tugas dan fungsi tersebut secara tepat dan
benar.

Kepribadian

Yaitu, kepribadian aparatur atau karakter yang dimiliki aparatur setiap
aparatur memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda satu sama lainnya.
Aparatur yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan dapat
melakukan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab
sehingga hasil tugas dan fungsinya juga baik.

Motivasi kerja

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi aparatur guna melakukantugas dan
fungsi. Apabila Aparatur Pemerintah Daerah memiliki dorongan yang kuat
dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya (misalnya dari pihak
instansi), maka Aparatur Pemerintah Daerah akan terangsang atau terdorong
guna melakukan sesuatu dengan baik.

Leadership

Leadership merupakan perilaku seorang leader dalam mengatur, mengelola
dan memerintah bawahannya guna mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung
jawab yang diberikannya.

Gaya Leadership

Merupakan gaya atau sikap seorang Organisasi dalam menghadapi atau
memerintahkan bawahannya. Gaya atau sikap seorang leader yang
demokratis tentu berbeda dengan Gaya Leadership yang otoriter.

Budaya organisasi

Merupakan tradisi-tradisi atau norma-norma yang berlaku dan dimiliki oleh
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suatu organisasi atau instansi. Tradisi-tradisi atau norma-normaini mengatur
hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh
segenap anggota suatu instansi atau organisasi.

Pemenuhan pekerjaan

Ini adalah sensasi kegembiraan atau kebahagiaan, atau sensasi menikmati alat
ketika memainkan suatu usaha dan kapasitas. Dengan asumsi bahwa
Perangkat Pemerintah Daerah merasa senang atau bahagia atau suka
melakukan kewajiban dan kapasitasnya, maka pada saat itu efek samping dari
kewajiban dan kapasitasnya akan efektif.

Tempat Kerja

Adalah udara atau kondisi di sekitar tempat kewajiban dan kapasitas
diselesaikan. Tempat kerja dapat berupa ruangan, format, kantor dan yayasan,
serta asosiasi kerja dengan rekan kerja individu. Dengan asumsi tempat kerja
dapat membuat iklim yang menyenangkan dan menambah ketenangan, itu
akan membuat lingkungan kerja bermanfaat, sehingga dapat dibangun oleh
perakitan mekanik untuk meningkatkan hal-hal, karena ia melakukan
kewajiban dan kapasitasnya tanpa hambatan.

Keteguhan

Merupakan pengabdian kepada Pemerintah Daerah untuk senantiasa
melaksanakan kewajiban dan kapasitasnya serta berpihak pada jabatan
dimana suatu Perangkat menyelesaikan kewajiban dan kemampuannya.
Dedikasi ini ditunjukkan dengan terus menunaikan kewajiban dan
kapasitasnya dengan sungguh-sungguh meskipun kondisi kantor dalam

kondisi memprihatinkan.
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12. Tanggung jawab
Ini adalah konsistensi Aparatur Pemerintah untuk menyelesaikan strategi atau
pedoman kantor dalam melakukan kewajiban dan kapasitas mereka.
Tanggung jawab juga menyiratkan konsistensi perangkat pemerintah daerah
terhadap jaminan yang telah mereka buat.

13. Disiplin kerja
Adalah tugas Aparatur Pemerintah untuk menyelesaikan latihan kerja mereka
dengan penuh semangat, misalnya datang bekerja secara umum sesuai jadwal,
melakukan apa yang diperintahkan untuk mereka lakukan sesuai pedoman
yang harus diselesaikan. Perangkat pemerintah lingkungan yang terlatih akan

mempengaruhi eksekusi™ (Kasmir, 2016:189).

Sementara itu, penilaian yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2019: 69)
“ada dua hal yang dapat memberikan kepastian atau pengaruh terhadap
pelaksanaan, yaitu (1) kapasitas, berwujud: pengetahuan dan kemampuan, (2)
inspirasi, berwujud: disposisi Aparatur Pemerintah dalam mengelola keadaan

kerja”.

2.1.1.4. Parameter — Parameter Kinerja (performance)

“Sebenarnya banyak organisasi memberi sumbangsih defenisi parameter
Kinerja (performance) atau disebut Kinerja (performance) indicator bermacam-
macam, seperti :

1. Parameter Kinerja (performance) sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang
dipergunakan guna mengatur output atau outcome suatu kegiatan.

2. Sebagai alat ukur yang dipergunakan guna menentukan derajat keberhasilan
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suatu organisasi dalam meraih Maksud dan Tujuannya.

3. Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau Maksud dan Tujuan yang telah ditetapkan oleh
organisasi

4. Suatu informasi operasional yang berwujud indikasi mengenai Kinerja
(performance) atau keadaan suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Parameter
Kinerja (performance) (Kinerja (performance) indicator) sering disamakan
dengan ukuran Kinerja (performance) . Namun, sebenarnya meskipun
keduanya merupakan sama-sama Kriteria pengukuran Kinerja (performance),
tetapi terdapat perbedaan arti dan maknanya. Parameter Kinerja
(performance) mengacu pada penilaian Kinerja (performance) secara tidak
langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi Kinerja
(performance) saja, sehingga bentuknyacenderung kualitatif atau tidak dapat
dihitung (peningkatan, ketepatan, perputaran, tingkat, efektivitas, dan lain-
lain). Sedangkan ukiran Kinerja (performance) adalah Kinerja (performance)
yang mengacu pada penilaian Kinerja (performance) secara langsung,
sehingga lebih bersifat kuantitatif atau dapat dihitung(dalam bentuk
persentase, perkalian, jumlah, unit, rupiah, dan lain- lain)” (Moeheriono,
2012:32).

Pendapat yang dipaparkan Prastyo,dkk (2016:3) “Parameter dalam Kinerja

(performance) Aparatur Pemerintah Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Banyaknya hasil layanan
Banyaknya hasil layanan yakni kuantitas yang dinyatakan dalam istilah

seperti unit ataupun kegiatan yang terlaksana.



21

2. Mutu dari suatu layanan
Mutu dari suatu layanan adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi.
Mutu dari suatu layanan kerja dapat diukur dari persepsi Aparatur Pemerintah
Daerah terhadap mutu dari suatu layanan tugas dan fungsi yang diperoleh
serta kualitas tugas terhadap kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah.

3. Kemapuan untuk diandalkan
Kemapuan untuk diandalkan dalam Kinerja (performance) merupakan
kemampuan yang disyaratkan dengan supervisi umum. Kemapuan untuk
diandalkan mencakup konsistensi Kinerja (performance) dan kemapuan
untuk diandalkan dalam pelayanan yang akurat tepat, akurat dan benar.

4. Presisi
Presisi adalah keyakinan guna masuk kerja setiap hari dan sesuai dengan jam
kerja.

5. Kemampuan melaksanakan tugas dan fungsisama
Kemampuan melaksanakan tugas dan fungsisama merupakan kemampuan
seorang Aparatur Pemerintah, Daerah guna melaksanakan tugas dan
fungsisama dengan aparatur lain dalam menyelesaikan tugas dan fungsi atau
suatu tugas yang telah ditetapkan sehingga meraih Maksud dan Tujuan dan
hasil yang sebesar- besarnya”.

Pendapat yang dipaparkan Fattah (2017:25) “Parameter Kinerja

(performance) Aparatur Pemerintah Daerah adalah:

1. Hasil karya, dengan parameter: banyaknya hasil layanan hasil karya, mutu
dari suatu layanan hasil karya, danefisiensi dalam melaksanakan tugas.

2. Perilaku kerja, dengan parameter: disiplin kerja, inisiatif dan ketelitian.
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3. Sifat pribadi, dengan parameter: Leadership, kejujuran, dan kreativitas”.

2.1.2. Budaya Kerja (work culture)
2.1.2.1. Defenisi Budaya Kerja (work culture)

Kesadaran tentang keberhasilan Kinerja (performance) berakar pada nilai-
nilai yang bermula dari adat istiadat, tradisi, agama dan kaidah lainnya yang
menjadi suatu keyakinan selanjutnya menjadi tradisi dalam perilaku aparatur-
aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi. “Sikap dan perilaku personal dan
kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah
menjadi sifat serta tradisi dalam melaksanakan tugas dan tugas dan fungsi sehari-
hari itulah yang kemudian dinamakan Budaya Kerja (work culture) ”
(Putranti,dkk 2018:191).

Perilaku yang telah menjadi kesehariannya serta nilai-nilai yang
dilaksanakannya merupakan permulaan darikesuksesan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi. Nilai-nilai itu berawal dari pola tradisi, beragama serta
kaidah/norma yang menjadi panutannya sehingga menjadi rutinitas reflek
berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan berorganisasi. Kesemua itu
dinamakan dengan budaya. Maka dari itu, budaya dihubungkan terhadap mutu
dari suatu layanan daripada kerja tersebut, karenanya disebut dengan Budaya
Kerja (work culture) .

Budaya Kerja (work culture) merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai,
anggapan, keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara
bersama serta mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara spesifik budaya

dalam organisasi akanditentukan oleh keadaan kerja tim, Leadership dan
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karakteristik organisasi serta proses administrasi yang berlaku. Budaya Kerja
(work culture) urgensi, karena merupakan tradisi-tradisi yang terjadi dalam hirarki
organisasi yang mewakili norma- norma perilaku yang diikuti oleh para anggota
organisasi. “Budaya yang produktif adalah budayayang bisa menjadikan
organisasi menjadi kuat dan Maksud dan Tujuan instansi dapat terakomodasi”
(Kusumawati, 2015:2).

Pendapat yang dipaparkan Sudiyanto (2015:18) menyatakan “Budaya Kerja
(work culture) adalah cara kerja yang berlandaskan suatu sistem nilai yang
dipegang oleh setiap kaki tangan dalam organisasi. Cara kerja yang diamalkan
seperti itu sudah menjadi tradisi atau tradisi organisasi tersebut”.

Dan pendapat yang dipaparkan Hardimon,dkk (2017:4) “Budaya Kerja (work
culture) adalah salah satu komponen mutu dari suatu layanan manusia yang
sangat melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolak ukur dasar dalam
pembangunan”.

Berlandaskan pendapat para ahli dapat disimpulkan jika Budaya Kerja (work
culture) adalah komponen mutu dari suatu layanan manusia, seperti
serangkaian cara kerja/tradisi-tradisi kerja, cara pandang, nilai-nilai, sikap, dan
norma yang dimiliki secara bersama serta berlandaskan suatu sistem.

Saat dilakukannya Budaya Kerja (work culture), terdapat peran urgensi
nilai-nilai dan keyakinan dalam memengaruhi bentuk kerja. Sebab pada sistem
pelaksanaan kerja pada suatu organisasi atau instansi, nilai dan keyakinan itu
menjadi suatu panutan atau landasan. Terdapat lima komponen yang merupakan
kunci dari nilai-nilai dan keyakinan dalam budaya diantaranya:

1) Nilai merupakan keyakinan.
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2) Terkait perilaku yang diperkenalkan.

3) Keadaan yang sangat urgensi.

4)  Pegangan dalam melaksanakan seleksi atau evaluasi keadaan dan perilaku.
5  Urutan prioritas.

Jadi, nilai-nilai dan keyakinan dapat memberikan determinasi atau pengaruh
Kinerja (performance) karena di dalam nilai tersebut terdapat suatu kepercayaan
yang harus dilaksanakan yang menentukan perilaku yang sudah dikehendaki oleh
setiap organisasi atau lembaga edukasi.

Setiap Aparatur Pemerintah Daerah dalam menghadapi tugas dan fungsinya
baik itu sikap, semangat, pendayagunaan waktu dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya merupakan cerminan dari adanya produktivitas. Yang mana
produktivitas ini adalah dampak dari adanya Budaya Kerja (work culture) yang
terbetuk atas budaya dalam organisasi. Dalam mengetahui mutu dan model
Kepala Organisasi (Kepala Dinas) instant dalam melaksanakan program
operasional suatu instansi sering kali menggunakan Budaya Kerja (work culture)
sebagai pengukur. Budaya itu adalah suatu nilai yang menjadi acuan para
Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan kerja dalam berperilaku ketika
berorganisasi.

Kuatnya Budaya Kerja (work culture) dapat menjadikan suatu budaya
instansi yang baik pula serta menunjukkan jika budaya itu berakar kuat,
maksudnya adalah telah dapat dihayati dan diimplementasikan dalam setiap
kegiatan. Seperti halnya apa saja nilai-nilai yang harus dipunya, bagaimana
tingkah laku aparatur-aparatur ini akan mampu memberi sumbangsih determinasi

terhadap Kinerja (performance)nya, selanjutnya falsafah yang diikutinya. Proses
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yang panjang terus menerus disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan.

“Utilitas utama dari Budaya Kerja (work culture) berakibat pada
meningkatnya produktivitas kerja atau Kinerja (performance) Aparatur
Pemerintah Daerah. Hal ini dapat disebabkan karena penetapan Budaya Kerja
(work culture) yang ada di organisasi sudah sesuai dengan Maksud dan Tujuan,
visi dan misi yang ada di organisasi. Apabila hal tersebut terjadi maka hal tersebut
akan memudahkan para Aparatur Pemerintah Daerah guna menerapkan Budaya
Kerja (work culture) yang berimplementasi pada produktivitas kerja organisasi”

(Suwanto, 2019:11).

2.1.2.2. Maksud dan Tujuan Budaya Kerja (work culture)
Pendapat yang dipaparkan Frinaldi (2014:183) “Maksud dan Tujuan Budaya Kerja
(work culture) itu adalah :
1. Menaikkan mutu dari suatu layanan hasil karya.
2. Menaikkan mutu dari suatu layanan pelayanan.
3. Membuat budaya mutu dari suatu layanan.
4. Menaikkan profesionalitas.
5. Mengurangi kelemahan birokrasi”.
Sedangkan pendapat yang dipaparkan Sobirin (2013:44) “Maksud dan Tujuan
Budaya Kerja (work culture) adalah guna mengubah sikap dan juga perilaku SDM
yang ada agar dapat menaikkan produktivitas kerja guna menghadapi berbagai

tantangan di masa yang akan datang”.
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2.1.2.3. Hal-hal yang Memberikan Determinasi Budaya Kerja (work culture)

“Kekuatan Budaya Kerja (work culture) ditentukan oleh 2 hal utama, yaitu

kebersamaan dan intensitas”(Suwanto, 2019:48):

1

Kebersamaan

Kebersamaan adalah sejaun mana anggota organisasi memiliki nilai-nilai
yang dianut secara bersama. Derajat kebersamaan dideterminasi oleh unsur
orientasi dan imbalan. Orientasi dimaksudkan pembinaan kepada anggota-
anggota organisasi khususnya anggota baru maupun melalui program-progam
latihan. Melalui program orientasi, anggota-anggota baru organisasi diberi
nilai-nilai budaya yang perlu dianut secara bersama oleh anggota-anggota
organisasi. Disamping orientasi kebersamaan, juga dideterminasi oleh
imbalan dapat berwujud kenaikan gaji, jabatan (promosi), hadiah- hadiah,
tindakan- tindakan lainnya yang mendukung memperkuat komitmen nilai-
nilai inti Budaya Kerja (work culture) .

Intensitas

Intensitas adalah derajat komitmen dari anggota-anggota kepada nilai-nilai
inti Budaya Kerja (work culture) . Derajat intensitas bisa merupakan suatu
hasil dari struktur imbalan. Sebab itu, Kepala Organisasi (Kepala Dinas) perlu
mmeperhatikan dan menaati struktur imbalan yang diberikan kepada
anggota-anggota guna menanamkan nilai-nilai Budaya Kerja (work culture) .

Pendapat yang dipaparkan Sudirman (2015:95) “hal-hal yang memberikan

determinasi atau pengaruh Budaya Kerja (work culture), yaitu (1) Diskriminatif,

(2) Tidak efisien & efektif, (3) Tidak menghormati hak asasi manusia, (4) Kurang

Tanggap, (5) Tidak kreatif dan inovatif, (6) Tidak peduli, (7) Sikap konfrontatif
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berlebihan, sering menentang tidak kooperatif, (8) Kurang menghargai perbedaan
pendapat, (9) Etos kerja rendah, (10) Sering mengeluh secara berlebihan, (11)

Sikap tidak terbuka dan tidak jujur, dan (12) Kurang inisiatif menunggu instruksi”.

2.1.2.4. Parameter Budaya Kerja (work culture)

“Parameter Budaya Kerja (work culture) pendapat yang dipaparkan
Putranti,dkk (2018:194) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1 Tradisi di tempat kerja, tradisi-tradisi biasanya dapat dilihat dari cara
pembentukan perilaku berorganisasi Aparatur Pemerintah, Daerah, perilaku
berlandaskan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebebasan atau
kewenangan dan tanggung jawab baik pribadi maupun kelompok di dalam
ruang lingkup lingkungan tugas dan fungsi.

2 Peraturan di tempat kerja. Guna memberi sumbangsih ketertiban dan
kenyamanan dalam melaksanakan tugas tugas dan fungsi Aparatur
Pemerintah, Daerah, maka dibutuhkan adanya peraturan.

3 Nilai-nilai dasar Budaya Kerja (work culture) di tempat kerja nilai-nilai
merupakan penghayatan aparatur mengenai apa yang lebih urgensi atau
kurang urgensi, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih
benar atau kurang benar”.

Pendapat yang dipaparkan Arianto (2013:195) “parameter-parameter
Budaya Kerja (work culture) meliputi (1) Keadaan lingkungan fisik tugas dan
fungsi, meliputi : pemberian penghargaan, pemberian kesejahteraan, terpenuhi
prasarana dan sarana, dan (2) Keadaan lingkungan tugas dan fungsi, meliputi :
dukungan dalam menjalankan tugas, dapat merancang dan menrancangan tugas

dan fungsi, pengawasan dan Disiplin kerja, komunikasi dan interaksi dengan



28

teman sejawat”.

2.1.3. Pelatihan (training)
2.1.3.1. Defenisi Pelatihan (training)

Kehadiran Aparatur Pemerintah di sebuah kantor mengambil bagian yang
sangat penting. Karena Aparatur Pemerintah adalah insan yang dapat berkreasi
sesuai dengan kemampuannya, maka harus senantiasa disegarkan dan
ditumbuhkembangkan pengalaman dan kapasitasnya. Karena, dalam kasus seperti
itu, dapat dibayangkan bahwa akan ada kemalangan dan yang mengejutkan, statis
dalam presentasi yang diperoleh. Dengan cara ini, peningkatan kemampuan dan
bakat Aparatur Pemerintah secara terus-menerus adalah kebutuhan yang tidak
dapat dihindari. Salah satu strategi yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan
kemampuan Aparatur Pemerintah adalah melalui Pelatihan.

“Pelatihan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk
Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia kerja. Pelatihan biasanya dilengkapi
dengan program pendidikan yang disesuaikan dengan persyaratan posisi,
diberikan dalam jangka waktu yang agak singkat. , untuk melengkapi Aparatur
Pemerintah dengan kemampuan kerja (Arianty et al, 2016:120)

“Pelatihan adalah salah satu cara untuk membina kapasitas dan
penguasaan Aparatur Pemerintah agar dapat menyesuaikan dan memahami
inovasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu”. (Sembiring, 2010:55)

Pendapat yang diutarakan (Rampersad, 2015: 284) “Pelatihan adalah suatu
pendekatan untuk dengan cepat memindahkan kemampuan, pengetahuan, dan
pengalaman, dan membawa perangkat ke tempat di mana mereka akan

menyelesaikan presentasi terbaik mereka”.



29

Penilaian yang diperkenalkan (Riniwati, 2016:152) mencirikan “Pelatihan
adalah suatu gerakan atau latihan untuk mengerjakan kualitas, bakat, kapasitas,
dan keahlian (dilakukan kemudian dan selama melibatkan posisi atau tugas dan
kapasitas tertentu)”.

Sedangkan (Rozalena,dkk 2016:48) menyatakan “Pelatihan (training)
edukasi dan Pelatihan (training) berbeda dimana Pelatihan (training) lebih
cenderung pada kejuruan (vacationally oriented) dan dilaksanakan disebuah
lingkungan organisasi. Pelatihan (training) berhubungan dengan suatu proses
pembelajaran guna mendapatkan keterampilan, konsep, peraturan, atau sikap guna
menaikkan motivasi dan Kinerja (performance) Aparatur Pemerintah Daerah”.

Melihat dan menganalisis pemaparan para ahli tersebut, cenderung
dianggap bahwa Pelatihan adalah gerakan yang diadakan oleh dinas untuk
menggarap kemampuan dan wawasan Aparatur Pemerintah dengan maksud dan

alasan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilannya.

2.1.3.2. Utilitas Pelatihan (training)
“Pelatihan (training) memiliki Utilitas bukan hanya bagi instansi tapi
juga bagipersonal, berikut adalah Utilitas Pelatihan (training) :
Utilitas bagi instansi:
1) Meningkatkan produktivitas.
2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Kkerja.
3) Meningkatkan kegunaan dan sifat administrasi kerja.
4) Meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya kerja yang disebabkan

oleh kesalahan fungsional.
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Peningkatan pergantian peristiwa otoritatif (pergantian peristiwa hierarkis).

Utilitas untuk individu:

1)

2)

3)

4)

5)

Mendukung Aparatur Pemerintah dalam menyelesaikan masalah pekerjaan
yang mungkin muncul.

Inspirasi peningkatan dan pemenuhan pekerjaan individu

Meningkatkan keyakinan diri dan perbaikan diri individu

Berikan data kepada otoritas pemerintah terdekat tentang cara terbaik untuk
mendorong kemampuan inisiatif, korespondensi, dan mentalitas individu
Mendukung Aparatur Pemerintah untuk meningkatkan, pilihan yang lebih
cepat dan lebih efektif". (Hanggraeni, 2012:98)

Sehubungan dengan "Utilitas Persiapan Penilaian yang diperkenalkan

(Riniwati, 2016:154), secara spesifik:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

)

Mengerjakan yang sifatnya bantuan Aparatur Pemerintah Daerah.
Memberikan inspirasi kepada Perangkat Pemerintah Daerah untuk
penjaminan.

Mendapatkan Aparatur Pemerintah Daerah yang ideal.

Efektivitas sejauh jam belajar untuk memperluas pelaksanaan.

Mengurangi waktu belajar yang diharapkan bagi Aparatur Pemerintah Daerah
untuk mencapai pedoman pelaksanaan.

Penurunan keterbatasan sejauh latihan fungsional.

Menjadikan pribadi yang tabah, sikap dan kapasitas yang besar dalam
menyelesaikan tugas dan kapasitas yang sama.

Aparatur Pemerintah Daerah dapat lebih dinamis dalam pergaulan.

Mengurangi tidak adanya kepercayaan Perangkat Pemerintah Daerah
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terhadap lingkungan kerjanya.
10) Membuat udara kerja yang menawan.
11) Mengembangkan mentalitas yang sangat posesif terhadap lingkungan kerja.
12) Meningkatkan ekspektasi kualitas dalam keamanan kerja.
13) Membuat korespondensi terkoordinasi.

14) Pengembangan ke arah yang lebih baik”.

2.1.3.3. Hal Yang Memberikan Determinasi Pelatihan (training)

Pendapat yang dipaparkan Rivai (2010:225) dalam (Sudaryo,dkk 2018:127)
“melaksanakan Pelatihan (training) ada beberapa hal yang berperan yaitu
identifikasi kebutuhan, instruktur (pelatih), peserta, materi (bahan), metode,
Maksud dan Tujuan Pelatihan (training), dan lingkungan yang menunjang”.
Kesemua hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan Pelatihan (training).

Dengan mengumpulkan dan menganalisis gejala-gejala dan informasi-

informasi yang berharap dapat menunjukkan adanya kekurangan dan

kesenjangan intelegensi, keterampilan dan sikap kerja Aparatur Pemerintah

Daerah yang menempati posisi jabatan tertentu dalam suatu instansi. Upaya

guna melakukan identifikasin Pelatihan (training) antara lain dengan cara:

a. Membandingkan uraian tugas dan fungsi/jabatan dengan intelegensi dan
keterampilan yang dimiliki Aparatur Pemerintah Daerah atau calon Aparatur
Pemerintah Daerah.

b. Menganalisis penilaian prestasi.

c. Menganalisis catatan Aparatur Pemerintah Daerah
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. Membedah laporan dari kantor yang berbeda, khususnya keberatan klien,
protes dari otoritas pemerintah, area, tingkat ketidakhadiran, kelancaran

kerja, kerusakan mesin, dan lain-lain.

. Membedah masalah.

. Merencanakan program kantor yang dibuat.

Pelatih (Instruktur) Pelatihan.

Instruktur adalah aparatur atau suatu tim yang memberi sumbangsih latihan
atau edukasi kepada para Aparatur Pemerintah Daerah. Untuk situasi ini
seorang Kepala Dinas atau masing-masing atas segmen harus memiliki
pilihan untuk bertindak sebagai pelatih, instruktur, atau pemberi pedoman.
Seorang Kepala Dinas jelas harus memiliki pilihan untuk mengatasi persoalan
tersebut s